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KEBIJAKAN p4nerintah men-
geluarkan surat edalan (SE) bahwa
kesalahan administrdtif tak bisa dipi

Kembali
pada Niat

Pejabat
2001 pasal 2 ayat 1 yang selama ini
selalu dipakai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk menjerat ko-
ruptor, khususnya pejabat pemegang
komitmen yang menangani berbagai
proyek di pusat maupun di daerah.
"Ada beberapa unsur pidananya
yang bisa dipakai yakni setiap orang
melawan hukum, memperkaya diri
sendiri, menguntungkan orang lain
atau korporasi dan dapat merugikan
keuangan negara," ujarnya.

ada niat korupsi dari pejabat yang ber-
sangkutan tidak perlu takut. Dengan
demikian tak perlu Presiden Jokowi
mengeluarkan surat edaran untuk hal
ini, tegasnya, Sabtu kemarin.

Kalau melihat dari unsur pidan-
anya, tegas Z:ulflkar, tentunya kebi-
jakan yang akan diambil pejabat yang
bersangkutan, normatifnya harus
mengiklti ketentuan undang-undang
agar tidak melawan hukum.
Hal.19

danakan masih menlrai kontroversi.
Banyak kalangan kfawatir dengan
dikeluarkannya SE lSrsebut karena
akan membuka keraf korupsi.

Praktisi hukum {ulfikar Ramly
menjelaskan kebijalan ya_ng me-
langgar hukum mestl tetap diproses
secara hukum. Ini lnengacu pada
Undang-undang nomd 31 tahun 2009
jo. Undang-undang nSmor 20 tahun Kata dia, sebenarnya kalau tidak Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi I

, pihak BPK

harikepada
waktu 60

daerahun-
tuk menindak Lnjutitemuan-

ggunaan ang-
sebenarnya
rsebut benar
ryek-proyek
ngantisipasi

ada waktu 60
hari komuni i dan klari-

D
tri sis

biasanva

nya terkait pe
garan. "Jadi
kalau pejabat
menjalankan
di daerah bisa .

fikasi ke BPK. .

kesalahan bi

ministrasi sesuai Undang-un-
dang nomor 30 tahun 2074,"
kata Ramly.

Bagi dia, tidak ada pen-
garuhnya (SE) karena kalau
ditemukan unsur pidana
tetap harus diproses. Selain
itu sudah cukup waktu bagi
pejabat daerah untuk klari-
fikasi 60 hari temuan BPK,
ujarnya.

Surat edaran itu, kata
Ramly, hanya sebagai peng-
gerak dan motivasi kepada
pejabat daerah agar jangan
ragu atau takut mengguna-

kan anggaran (APBD). "Sekali
lagi ini kan kembali m{salah
niat. Kalau niat pejabat [omit
untuk kepentingan raftyat.
kenapa harus takut? $urat
edaran itu di bawah undans-
undang, jadi kalau ditequka-n
pidana tetap harus dipr ses,
ungkapnya.

Sedangkan Kabid [Hu:.
mas Polda Bali Kombed Pol.
Hery Wiyanto- mengaku {idak
masalah dengan adany{ SE

hanya dikenak n sanksi ad-

tersebut. "Kalau kesaldhan
administratif memang tidak
bisa dipidanakan, paling {isa-

tidak.ada.kerugian negara,
y:r tidak bisa dipidanikan
(tiesalahan ad ministrative
-red). Kan uau gFK vJ"e
mengontrol. penyidik Fdlr]
akan mempro.". {.r"otui"J
yang bertentangan atau &apelanggarar fr"t "- 

- -*
tegas Hery. (rah) 

-11-

.pabila hanya
sa memang

1a,nka,1 untuk diubah s{suai
fakta." tegasnva. 1

Jika kesalahan adminis-
tratif tersebut menimbulkan
atau mengakibatkan kerugian
legara. itu korupsi dan hirus
d.l-proses hukum. .'selama
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Perkara rupsi di Bali

Administrasi

RSI
,t.{)

dl futs'|g.

edaran (SI
'dinllai bi

rerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) mBngelrurhan qurat
'iatrwa 

kesalahan administratif tak bisa dipiaafraian, ot'sahl sisi
a inldggntungkan koruptor karena dapat mele{nahkan pendgal

hukum dalam memberantas korupsi. | ,

lain, penegak hukum tidak bisa
nsi karena SE itu sifatnya hanya

"Di Bali, dariipulu-
han kasus korupsi,
termasuk 22 kasus

korupsi hingga
pertengahan se-
me$er tahun ini,

banyak pcrkara ko'.
rup5;iyang cengaja
diarihl-ran kepada

kesahhd\adminis-
' tl*i serhata."

uan. Sehingga pelanggaran adminis-
tif yang merugikan keunagan negara,
u harus diproses sesuai dengan hukum

ng berlaku.
Di Bali, dari puluhan kasus koru-

psi, termasuk 22 kasus korupsi hingga
pertengahan semester tahun ini, banyak
perkara korupsi yang sengaja diarahkan

pada kesalahan administrasi semata.
rrutama diarahkan oleh tim penasihat
umnya. Namun ujungnya, hakim tetap
itu bersalah karena atas kewenangan-

nya ryebabkan kerugian keuangan negara.
manipulasi administrasi dipakai kedokTaki

untuk
guna
Hal.19

Cukup

L-

an aksi pejabat atau kuasa peng-
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Jika
akan bu:
kesalaha

etahuan. maka
-buru menyebut
administrasi, se-

si program, se-
gram-program

hingga o BPK atau BPBK
disuruh untuk
ki.

biasany
mempe

Menyi api SE itu, apa
dilakukan Kejatiyang

Bali, ai Iembaga yang
nangani perkara
ubir Kejati Bali,

Ashari rnlawan, men-
mendengar dangaku s

membaca
mun, dia

al SE itu. Na-
um mau men-
wa itu bagiangatakan

dari pele n penanganan
penindak
!'Untuk i
kita mas

kasus korupsi.
plementasinya,

tunjuk p
menunggu pe-

npinan, dalam
aksaan Agung,"hal ini

gatakan, bahwa
tinya memudah-
t untuk melaku-

kan ekse.
hingga p
pemerrnt h dengan mu-

pat bisa dilaku-

berkomen
, dia tidak mau
Lr lebih banyak,
(SE) juga dis-

ampaika
daerah.

I ke pemer.inah

Praktisilhukum Nyoman
Pasek merfuatakan adanya
kebijakanlseperti itu jus-
tru membhka keran atau
peluang teljadinya korupsi.
"Saat gala$-galaknya kilta
memerangl korupsi. kok ke
Iuar kebij{kan itu? Ini be-

Gukup Memperbaiki
Menurut Pasek, kesalahan

administratif menjadi petun-
juk terjadinya korupsi. Jika
hal itu dilegaLkan maka ben-
turan aturan akan terjadi,
meskipun SE tersebut tidak
menerabas undang-undang
yang ada. "Dikeluarkannya
SE itu patut dipertanyakan?
Undang-undang pun, kalau
ada yang benturan. pasti
dipilih yang memihak-pub-
lik. Korupsi yang ada selama
ini karena kesalahan admin-
istratif. Jika administratif
ini dimainkan akan muncul
korupsi besar-besaran," un-
gkapnya.

Tak Terhambat
Ketua BCW Bali, Putu

Wirata Dwikora, Sabtu ke-
marin, mengatakan, SE
tersebut tidaklah bisa me-
mentahkan UU karena SE
itu hanya berupa imbauan.
"Jadi, penegakan hukum
tidak akan terhambat oleh
SE tersebut," tegasnya.

Pelanggaran admin-
istrasi semata, memang
tidak bisa dipidana, namun
pelakunya bisa ditegur dan
diberi sanksi sesuai aturan' dan keputusannya. Yang
menyimpang bisa digugat
ke PTUN. Tetapi kalau
pelanggaran administrasi
bersamaan dan berkaitan
dengan kerugian negara,
atau menguntungkan orang
lain, atau korporasi atau
menguntungkan perseoran-
gan, tetap harus diproses
pidana.

Dia mencontohkan,
sebuah keputusan tender
yang memenangkan kon-

traktor A. Tetapi kemudian
pemilik otoritas memilih
kontraktor B dan ketika ter-
ungkap mengaku khilaf ad-
ministrasi saja, mengapa
yang dimenangkan adalah B.
Ini jelas berpotensi pidana.
"Jadi, harus dilihat menda-
lam seperti apa kekeliruan
administrasinya. Tidak se-
muanya tidak bisa dipidana
dan tidak semuanya men-
gandung unsur pidana,"
sebutnya.

Dia berpendapat, untuk
memastikannya penegak hlr-
kum tetap harus melakukan
penyelidikan sesuai meka-
nisme KUHAP dan hukum
acara lainnya.

Sebelumnya, kebijakan
pemerintah melalui Sek-
retaris Kabinet (Seskab)
mengeluarkan SE bahwa
kesalahan administratif tak
bisa dipidanakan, dinilai
bakalan mengunt,ungkan
koruptor karena dapat me-
lemahkan penegak hukum
dalam memberantas koru-
psi. Namun, SE itu juga dini-
lai sebagai suatu imbauan
semata untuk pejabat yang
akan melakukan eksekusi
tehadap program yang sudah
terencana.

Pasalnya, SE itu posis-
inya dinilai masih di bawah
UU yang sebelumnya sudah
ada yang mengatur tentang
pidana korupsi yakni UU
No.31 tahun 1999 tentang
Tipikor, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah
dengan UU No.2O tahun
2002, tentang perubahan
atas UU No. 31 tahun 1999.
(asa)

rarti memlerikan peluang
bagi pejabap untuk korupsi,"

wW Bafri Post
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Ra erdaAPBD-P
I

ke Dewan
Belum DiaJukan

royek B_esalDitundq
i Post) "'-'' ' tuk APBD Induk ??11,'9'i
'BD Perubahan 2015 belum tuntas dan be- ,!-e-l9tll11 dan pefibahasan
, "tr"t"iif tu opnn Karangasem. Karen:lit {uglIA,S ke tim,ancgu,:l."

';;-APBb+ itu, sehillu-ir*'u" pe.bekel *lPi"loll?fl L:Tl fl l i"" %*Xt;
,a=m ditunda, proyek fisik berskala besar 5l-:I-'f^'ili iY.
.*j^k;;;.ia'sisa *.t t., tur'."' i"i. i'Jililt?"tit 9t?;i*3l"iif;
sekda Kara- eksekutif guna penyamaan tidak mungkin proyek besar

Amlapura (
Ranperda

lum diserahka
molornyara
serentak tera
juga tak bisa d

Hal itu diaku
nsasem. Ir. Gdengasem, Ir. Lid
di, Jumat (4/9)
Adnya mengata
gan kegiatan an
baru saja seie
Namun, RKA itu
fikasi lagi oleh

clnya Mulya- persepsi, 
"Jhittggl 

gatblang dikerjakan {uluP si93 wat<!3
iur..rg.."*. d.i".*puikan ke DPRD. Dia tah*n ini. Soalny4,'proyek
lan, rancan- mengakui dengan molornya besar karena anggarannya

aran (RILA) nl\pgn-p ini, rnemang proyek lebi\ dari $q ZO0. juta, tentu
i Jir.,...tt. fisikyangberskalacukupbesar harus.nrelaluitender rekanan'

"""r.iai"".i- terpaksa"ditunda. Proyek fisik Panitia pengadaan bgrang dan

;;tt";;; besar bakal diajukan-lagi un- jasa, paling tidak pgfu waktu

dua bulan lebih untfrk Proses
tender proyck." PaParnya.

Beberapa contoh ProYek
besar yang ditunda, sePertr
r:rovek pembangunan Jem-
batin Sidemen ke Luah, Desa
Sanskan Gr,rnung Jembatan
kayi itt"r arnbruk dua bulan
lalu karena keroPos dimakan
usia. Selain itu, ProYek Pem-
bansunan dua kantor camat
yan-g mangkrak tahun lalu.
bua provek kantor camat Pada
20 1{tak berhasil diselesaikan2014 tak berhasrl cllselesalKan
oleh kontraktol Yakni ProYek

pembangunan kantof Camat
Abang dan Sidemen. Kedua
proyek itu dibantu melalui
Bantuan Khusus Keuangan
(BKK) pusat. Narnun, kedua
proyek itu baru selesai sekitar
50 persen.
. Soal kapan RAPBD-P itu dis-
etor ke DPRD, Adnya menga-
takan pihaknya akan mengge-
lar rapat tim anggaran. Dari
sana baru akan diketahui dan
diputuskan, kapan RAPBD-P
itu bisa diajukan ke Badan
Alsqaral DPEqr p13)1
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